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ABSTRAK 
Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal 
ini juga dialami oleh Kabupaten Lebong yang memiliki sumber daya alam yang sangat 
luar biasa. Tulisan ini berupaya untuk menginventarisir permasalahan yang dihadapi 
oleh Kabupaten Lebong dengan keberadaan tenaga kerja asing serta pendekatan 
penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan guna mengoptimalisasikan 
keberadaan tenaga kerja asing bagi kemajuan daerah Kabupaten Lebong. Penelitian ini 
dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2017 dengan pendekatan 
dilakukan  dengan menggunakan penelitian hukum normatif (ranah kajian socio-legal 
research). Lokasi penelitian di Kabupaten Lebong dengan responden adalah masyarakat 
dan Pemerintah Kabupaten Lebong. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan 
yang dihadapi Kabupaten Lebong berkenaan dengan keberadaan tenaga kerja asing 
adalah permasalahan berkenaan dengan regulasi yang belum tegas memberikan 
kewenangan pengawasan tenaga kerja asing di daerah sehingga berdampak belum 
maksimalnya pengawasan saat ini. Untuk itu diperlukan regulasi untuk memberikan 
kewenangan terhadap dinas terkait dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing 
di Kabupaten Lebong. 
 
Kata kunci : Tinjauan, Yuridis, Tenaga Kerja Asing, Kabupaten Lebong. 
 
ABSTRACT 
The existence of foreign workers in Indonesia raises its own problems. It is also 
experienced by Lebong District which has an extraordinary natural resources. This 
paper attempts to inventory the problems faced by Lebong District with the presence of 
foreign workers and approaches to solve problems that can be done in order to 
optimize the presence of foreign workers for the progress of the Lebong District. This 
research was conducted for 1 (one) year period in 2017 with approach done by using 
normative law research (socio-legal research field). The location of the research in 
Lebong District with the respondents is the community and the Lebong District 
Government. The result of the research shows that the problems faced by Lebong 
District concerning the existence of foreign workers are the problems related to the 
regulation which has not been firmly giving the authority of the supervision of foreign 
worker in the area so that it has not maximized the current supervision. This requires 
regulation to authorize the relevant agencies in the implementation of foreign labor 
inspection in Lebong District. 
Keywords: Review , Juridical, Foreign Workers, Lebong District. 
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Di dalam Pasal 27 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia diatur bahwa tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan.  Pasal yang terdapat di 
dalam konstitusi ini mewajibkan kepada 
Negara untuk memberikan jaminan 
kepada warga Negara Indonesia agar 
mendapatkan pekerjaan yang layak. 
Jaminan tersebut termasuk di dalamnya 
menyediakan lapangan pekerjaan seluas-
luasnya untuk Warga Negara Indonesia. 
Kewajiban tersebut mendapatkan 
tantangan saat ini. Pemerintah 
menghadapi persoalan dan pilihan yang 
sulit terkait dengan menyediakan 
lapangan pekerjaan. Di satu sisi 
pemerintah membutuhkan investor asing 
guna memaksimalkan potensi sumber 
daya alam yang dimilikinya yang 
dimilikinya, namun di sisi lain 
keberadaan investor asing ini membawa 
tenaga kerja dari Negara asalnya guna 
menjamin keberlangsungan investasinya 
di Indonesia atau yang sering disebut 
dengan Tenaga Kerja Asing. Dalam Pasal 
1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
angka 13 mendefinisikan “Tenaga kerja 
asing adalah warga negara asing 
pemegang visa dengan maksud bekerja 
di wilayah Indonesia.” 
Keberadaan Tenaga Kerja Asing di 
Indonesia saat ini semakin 
memprihatinkan. Kementerian 
Ketenagakerjaan mencatat jumlah 
tenaga kerja asing yang ada di Indonesia 
per November 2016 adalah 74.183 
orang. 1  Hal ini berimbas kepada 
bertambahnya jumlah pengangguran dan 
permasalahan social lainnya. Beberapa 
permasalahan yang timbul sehubungan 
dengan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, 
adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin 
kerja. Dalam paspor para tenaga kerja 
asing ini tertulis bahwa izin yang 
diberikan pemerintah Indonesia oleh 
pihak imigrasi adalah untuk bekerja 
sebagai TKA di Indonesia dengan 
jabatan dan waktu tertentu, bahkan 
hanya sebagai turis. Tidak jarang para 
perusahaan pengguna TKA sering kali 
menyembunyikan TKA secara illegal.  
Di Provinsi Bengkulu sendiri, 
berdasarkan data dari Kantor Imigrasi 
Bengkulu, hingga akhir 2016, jumlah 
1 Isyana Artharini, Berapa sebenarnya 
jumlah tenaga kerja asal Cina yang masuk ke 
Indonesia ?, 
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
38407825, edisi 23 Desember 2016. 
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Tenaga Kerja Asing yang masuk ke 
Kabupaten Lebong adalah sebanyak 323 
orang yang berasal dari beberapa 
Negara, yaitu 272 berasal dari Tiongkok, 
19 orang berasal dari Amerika Serikat, 
12 orang berasal dari Malaysia, 6 orang 
berasal dari Jepang, 6 orang berasal dari 
India. Tenaga Kerja Asing ini tersebar di 
beberapa Kabupaten/Kota di 
Provinsi. 2 Kondisi ini sungguh 
memprihatinkan mengingat jumlah 
pencari kerja di Provinsi Bengkulu yang 
sangat besar. Menurut data Disnaker, 
pencari kerja di Provinsi Bengkulu saat 
ini mencapai 19.266 orang. 3  Dengan 
keberadaan Tenaga Kerja Asing, peluang 
pencari kerja Provinsi Bengkulu menjadi 
semakin kecil. 
Keadaan tersebut juga dialami 
oleh Kabupaten Lebong sebagai wilayah 
keberadaan Tenaga Kerja Asing terbesar 
di Provinsi Bengkulu. Pada Tahun 2015, 
Data pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi  Tahun 2014 mencatat 
jumlah TKA yang bekerja di daerah ini 
sebanyak 28 orang yang keseluruhannya 
berwarganegaraan Korea. 4  Sedangkan 
2 Rakyat Bengkulu, Serbuan Tenaga Kerja 
Asing di Bumi Raflesia, edisi Jum’at 3 Maret 
2017. 
3Ibid. 
4 Badan Pusat Statisti Kabupaten Lebong, 
Lebong Dalam Angka 2015. 
berdasarkan data keimigrasian, di  
terdapat 45 Tenaga Kerja Asing dari 
Tiongkok yang bekerja di proyek 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
milik PT Banguan Tirta Lestari (BTL) dan 
PT Tansri Madjid Energi (TME) yang 
bergerak di Bidang Pertambangan 
Emas.5 Ketidak sinkronan data tersebut 
menujukan lemahnya pengawasan 
terhadap Tenaga Kerja Asing di 
Kabupaten Lebong. Oleh karena itu 
diperlukan penelitian lebih lanjut 
mengenai permasalahan Tenaga Kerja 
Asing yang ada di  dan penyelesaian 
masalah tersebut dengan berpedoman 
kepada aturan-aturan hukum yang 
berlaku. Di samping itu, jumlah pencari 
kerja di Kabupaten Lebong yang 
mencapai 1.513 jiwa dapat 
memunculkan konflik di tengah 
masyarakat terkait dengan kesempatan 
bekerja. Melihat beberapa permasalahan 
keberadaan Tenaga Kerja Asing tersebut 
muncul  pertanyaan penelitian yang 
tentu saja harus ditemukan jawaban 
atau solusinya yaitu permasalahan apa 
saja yang ada di Kabupaten Lebong 
akibat keberadaan Tenaga Kerja Asing 
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menanggulangi permasalahan tersebut 




Tinjauan Yuridis Keberadaan 
Tenaga Kerja Asing 
Tenaga kerja asing merupakan 
fenomena yang menarik untuk diteliti. 
Secara yuridis, dampak keberadaan 
tenaga kerja asing di Indonesia telah 
mendapat pengaturan, baik dalam 
konstitusi negara maupun peraturan 
perundang-undangan  sektoral. 
 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
Di dalam konstitusi tertulis 
Indonesia, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
diatur mengenai kesempatan 
memperoleh pekerjaan. Hal ini diatur di 
dalam Pasal 27 ayat (2), tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. Pasal ini memberikan 
pengaturan agar negara dapat 
menyediakan lapangan pekerjaan agar 
setiap warga negara dapat kesempatan 
untuk memperoleh pekerjaan yang layak 
bagi dirinya. Frasa”warganegara” di 
dalam Pasal 27 ayat (2) memberi makna 
bahwa perlindungan setiap warga negara 
Indonesia (khusus bagi warga negara 
Indonesia) dalam mendapatkan 
pekerjaan yang layak. 
Dalam Pasal 28 D ayat (2), 
pengaturan mengenai kesempatan 
bekerja juga diberikan kepada setiap 
orang. Setiap orang berhak untuk 
bekerja serta mendapat imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja. Ketentuan ini berbeda 
dengan Pasal 27 (2) yang 
mengkhususkan kepada warga negara 
Indonesia. Di dalam ketentuan Pasal 28 
D ayat (2) memberikan  
kesempatan yang sama bagi warga 
negara di luar dari warga negara 
Indonesia yang sedang berada di 
Indonesia melalui frasa ”setiap 
penduduk”. Setiap penduduk bermakna 
bukan hanya warga negara Indonesia, 
tetapi juga warga negara asing yang ada 
atau berkedudukan di Indonesia.  
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Pengaturan mengenai tenaga kerja 
asing juga diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-
Undang ini diatur tentang pembagian 
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urusan berkenaan dengan 
ketenagakerjaan. Dalam Pasal 12 ayat 
(2), diatur bahwa urusan tenaga kerja 
merupakan urusan pemerintahan wajib 
yang tidak berkaitan dengan pelayanan 
dasar. Sehingga apabila merujuk Pasal 
11 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014, 
urusan tenaga kerja ini merupakan 
urusan Pemerintahan Daerah karena 
merupakan urusan pemerintahan 
konkuren.  
Urusan pemerintahan konkuren 
merupakan urusan pemerintahan 
yang dapat dibagi antara Pemerintah 
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Dalam hal urusan ini diserahkan ke 
daerah, maka urusan tersebut 
merupakan dasar dalam pelaksanaan 
otonomi daerah. Oleh karenanya, 
ada pembagian tugas dalam 
pelaksanaan pengawasan tenaga 
kerja asing di daerah. Pembagian 
tugas tersebut dapat dilihat dari 
tabel di bawah ini: 
 
 
Tabel 1: Pembagian Kewenagan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan 
Ketenagakerjaan.6 
 
6Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Pusat Provinsi Kabupaten/Kota 
Pengesahan rencana 
penggunaan tenaga kerja 
asing (RPTKA) baru, 
pengesahan RPTKA 
perubahan seperti 
jabatan, lokasi, jumlah 
tenaga kerja asing, dan 
kewarganegaraan serta RPTKA 
perpanjangan 
lebih dari 1 (satu) Daerah 
provinsi. 
Pengesahan RPTKA 
perpanjangan yang tidak 
mengandung perubahan 
jabatan, jumlah TKA, dan 





kerja asing (IMTA) baru 
dan perpanjangan IMTA 
yang lokasi kerja lebih 
dari 1 (satu) Daerah 
provinsi. 
Penerbitan perpanjangan 
IMTA yang lokasi kerja 
lebih dari 1 (satu) Daerah 
kabupaten/kota dalam 1 
(satu) Daerah provinsi. 
Penerbitan 
perpanjangan IMTA 
yang lokasi kerja 
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Dari tabel tersebut, dapat dilihat 
pembagian urusan konkuren antara 
pemerintah pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota dalam hal tenaga kerja 
asing. Pemerintah Pusat memliki 
kewenangan untuk: 
1. Pengesahan rencana penggunaan 
tenaga kerja asing (RPTKA) baru, 
pengesahan RPTKA perubahan seperti 
jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja 
asing, dan kewarganegaraan serta 
RPTKA perpanjangan lebih dari 1 
(satu) Daerah provinsi. 
2. Penerbitan izin mempekerjakan 
tenaga kerja asing (IMTA) baru dan 
perpanjangan IMTA yang lokasi kerja 
lebih dari 1 (satu) Daerah Provinsi. 
Sedangkan untuk Pemerintah 
Provinsi memiliki kewenangan untuk: 
1. Pengesahan RPTKA perpanjangan 
yang tidak mengandung perubahan 
jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja 
dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 
2. Penerbitan perpanjangan IMTA yang 
lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
Daerah provinsi. 
Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota 
memiliki kewenangan dalam hal 
Penerbitan perpanjangan IMTA yang 
lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah 
kabupaten/kota.  
Sehingga izin mempekerjakan 
tenaga kerja asing harus melalui Rencana 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 
disusun atau dikeluarkan oleh Pemerintah 
Pusat jika lokasinya lebih dari satu 
Porvinsi, namun jika hanya dalam lokasi 
kerja satu Provinsi maka kewenangan 
tersebut dimiliki oleh Pemerintahan 
Provinisi. Setelah itu, dalam 
mempekerjakan tenaga kerja asing, 
perusahaan atau pengusaha harus 
memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing (IMTA) yang mana 
kewenangan untuk mengeluarkan izin 
baru ada di Pemerintah Pusat dan untuk 
perpanjangan izin tersebut dilakukan atau 
menjadi kewenangan daerah.  
 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Pengaturan berkenaan dengan 
tenaga kerja asing selanjutnya diatur oleh 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang 
ini merupakan undang-undang yang 
mengatur secara keseluruhan tentang tata 
laksana ketenagakerjaan di Indonesia 
yang meliputi pula keberadaan tenaga 
kerja asing di Indonesia. 
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Penggunaan tenaga kerja asing 
diatur dalam Pasal 42 sampai dengan 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003. Ditentukan dalam Pasal 42 
ayat (1) bahwa “Setiap pemberi kerja 
yang mempekerjakan tenaga kerja asing 
wajib memiliki izin tertulis dari Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk”. Hal ini 
harmonis dengan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 di atas.  Instrumen 
perizinan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara 
tidak langsung bertujuan melindungi 
kepentingan tenaga kerja Indonesia, agar 
tidak kalah bersaing dengan Tenaga Kerja 
Asing yang rata-rata memiliki skill yang 
lebih baik. Pada Ayat (2) ditentukan 
“Pemberi kerja orang perseorangan 
dilarang mempekerjakan tenaga kerja 
asing”. Sehingga, tenaga kerja asing 
hanya dapat dipekerjakan oleh 
Perusahaan bukan perorangan. Ayat ini 
berkaitan dengan ayat (4) yang 
menentukan “Tenaga kerja asing dapat 
dipekerjakan di Indonesia hanya dalam 
hubungan kerja untuk jabatan tertentu 
dan waktu tertentu. 
Pengguna Tenaga Kerja Asing yang 
akan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing 
pada usahanya, harus memenuhi 
ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2) yang 
berbunyi: 
(1) Pemberi kerja yang menggunakan 
tenaga kerja asing harus memiliki 
rencana penggunaan tenaga kerja 
asing yang disahkan oleh Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk. 
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja 
asing sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat 
keterangan: 
a. alasan penggunaan tenaga kerja 
asing; 
b. jabatan dan/atau kedudukan 
tenaga kerja asing dalam struktur 
organisasi perusahaan yang 
bersangkutan; 
c. jangka waktu penggunaan tenaga 
kerja asing; dan 
d. penunjukan tenaga kerja warga 
negara Indonesia sebagai 
pendamping tenaga kerja asing 
yang dipekerjakan. 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
Nomor 16 Tahun 2015 merupakan atur 
yang khusus berkenaan dengan tata cara 
mempekerjakan tenaga kerja asing yang 
merupakan peraturan teknis dari Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Di dalam Peraturan 
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Menteri ini diatur tentang tata cara 
perusahaan dalam mempekerjakan tenaga 
kerja asing, mulai dari persyaratan hingga 
pengawasan. 
Di dalam Pasal 3 ayat (1), diatur 
bahwa Pemberi kerja TKA yang 
mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus 
dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 
10 (sepuluh) orang pada perusahaan 
Pemberi kerja TKA. Hal ini bermakna 
bahwa, keberadaan tenaga kerja asing 
harus juga dapat menyerap tenaga kerja 
Indonesia, sehingga tidak menimbulkan 
dampak sosial di masyarakat.  
Sebagaimana yang telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003, dalam Permen Nomor 16 Tahun 
2015 memberikan penegasan bahwa 
Pemberi kerja TKA yang akan 
mempekerjakan TKA harus memiliki Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(IMTA) yang disahkan atau diterbitkan 
oleh Direktur. IMTA tersebut juga menjadi 
bagian dari pengusulan Rencana 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 
Pengawasan terhadap Tenaga Kerja 
Asing dilakukan oleh Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundanag-Undangan. 
Ketentuan mengenai Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan terdapat di dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
yang mana, Pegawai ini ditunjuk oleh 
Menteri. Dalam kaitan dengan 
pelanggaran izin mempekerjakan tenaga 
kerja asing, dikenakan sanksi pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah).7 
 
Dampak Keberadaan Tenaga Kerja 
Asing di Kabupaten Lebong 
Kegiatan penanaman modal bagi 
perekonomian Indonesia menjadi penting 
keberadaannya, karena penanaman modal 
khususnya penanaman modal asing 
diharapkan dapat ikut berperan dalam 
meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 
pembangunan ekonomi pada 
umumnya. 8 Kebijaksanaan umum 
mengenai penanaman modal asing 
mengundang masuknya investor-investor 
asing yang diarahkan untuk berperan 
menunjang pembangunan nasional. 
Penanaman modal asing dimanfaatkan 
dalam rangka mengisi kekurangan 
7 Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
8 M. Sornarajah, The International Law on 
Foreign Investment, Cambridge U.P., Cambridge, 
1994, hlm. 5. 
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permodalan dan kemampuan 
nasional. 9Keberadaan tenaga kerja asing 
di satu Negara merupakan dampak dari 
berkembangnya investasi di negara 
tersebut. 
Sebagaimana yang telah diuraikan 
pada Bab Pendahuluan, keberadaan 
tenaga kerja asing di Pada dasarnya, 
negara-negara yang sedang berkembang, 
termasuk negara Indonesia sangat 
membutuhkan investasi, khususnya 
investasi asing. Tujuan investasi ini adalah 
mempercepat laju pembangunan di 
negara tersebut. 10 Provinsi Bengkulu dan 
khususnya di Kabupate Lebong adalah hal 
yang nyata.Kegiatan penanaman modal 
bagi perekonomian Indonesia menjadi 
penting keberadaannya, karena 
penanaman modal khususnya penanaman 
modal asing diharapkan dapat ikut 
berperan dalam meningkatkan taraf hidup 
masyarakat dan pembangunan ekonomi 
pada umumnya.11 
Penelitian lapangan yang dilakukan 
oleh Peneliti di Kabupaten Lebong 
9  Soedjono Dirdjosisworo, Hukum 
Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di 
Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 
221. 
10 Salim dan budi sutrisno, Hukum Investasi 
di Indonesia, Raja grafindo, tahun 2008, Jakarta, 
hlm. 157. 
11 M. Sornarajah, The International Law on 
Foreign Investment, Cambridge U.P., Cambridge, 
1994, hlm. 5. 
menunjukan hingga Oktober 2017, Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
Kabupaten Lebong mencatat 54 tenaga 
kerja asing yang bekerja pada 3 (tiga) 
perusahaan di Kabupaten Lebong yakni 
pada PT. Bangun Tirta Lestari, PT. Jambi 
Resources dan PT. Tansir Madjid. 12  
Jumlah ini disinyalir lebih banyak, 
mengingat masih banyak perusahaan 
yang tidak melapor kepada Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
Kabupaten Lebong. 
Keberadaan tenaga kerja asing di 
Kabupaten Lebong, menimbulkan 
berbagai dampak, yaitu: 
Dampak Positif 
1. Potensi Pendapatan Asli Daerah 
Keberadaan tenaga kerja asing di 
Kabupaten Lebong mendatangkan potensi 
pendapatan asli daerah. Pendapatan asli 
daerah tersebut diperoleh dengan adanya 
aturan yang mengatur bahwa 
perpanjangan izin mempekerjakan tenaga 
kerja asing yang berada di satu wilayah 
kerja daerah kabupaten diberikan oleh 
Kabupaten tersebut, dalam hal ini 
Kabupaten Lebong. Besaran untuk 
retribusi perpanjangan izin tersebut 
adalah 100 $/tenaga kerja asing / bulan. 
12 Laporan Akhir Penelitian Pembinaan 
Universitas Bengkulu dengan dana dari Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 
Bengkulu. 
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Dengan demikian, Kabupaten Lebong 
berpotensi untuk mendapatkan minimal 
5.400 $/ bulan atau sama dengan Rp. 
72.925.468/bulan atau satu tahun potensi 
PAD dari izin tenaga kerja asing bagi 
Kabupaten Lebong adalah sebesar Rp. 
875.105.616. Potensi tersebut dapat 
ditingkatkan dengan pengawasan 
terhadap perusahaan yang belum 
melaporkan status tenaga kerjanya yang 
bekerja di Kabupaten Lebong (Ilegal).  
Namun, potensi tersebut 
mendapatkan hambatan untuk dapat  
direalisasikan. Menurut Kepala Dinas 
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
Kabupaten Lebong, Bapak Bambang 
Tegoeh, S.Sos, potensi pendapatan asli 
daerah dari keberadaan tenaga kerja 
asing di Kabupaten Lebong terkendala 
dengan legalitas dari dinas terkait untuk 
melakukan pemungutan atau penarikan 
retribusi tersebut. Hal ini dikarenakan, 
Kabupaten Lebong belum 
memiliki/mengesahkan Peraturan Daerah 
tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing. Sehingga belum dapat dilakukan 
penarikan retribusi. Di samping itu, 
banyaknya perusahaan yang belum 
melaporkan status tenaga kerjanya 
menjadikan permasalahan tersendiri. 
Pengawas Ketenagakerjaan untuk 
melakukan penegakan hukum terhadap 
perusahaan yang tidak melaporkan tenaga 
kerja asingnya belum terbentuk saat ini. 
Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan 
pengawasan dan penegakan hukum 
berkenaan dengan tidak dilaporkannya 
tenaga kerja asing menjadi terkendala. 
Pada tahun 2016, dibentuk tim 
pengawasan orang asing Kabupaten 
Lebong yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Tim Pengawasan Orang Asing. Tim ini 
dibentuk di Kabupaten/Kota di seluruh 
Indonesia. Permasalahan yang sama juga 
dihadapi oleh tim ini, dimana menurut 
Heryantoni, selaku ketua Tim Pora atau 
kesbangpol Kabupaten lebong ada 
beberapa perusahan yang mengunakan 
tenaga kerja asing berkewarganegaraan 
asing. Beliau tidak tahu secara pasti 
jumlah tenaga kerja asing tersebut 
dikarenakan kurang kordinasi yang 
dilakukan oleh pihak perusahaan kepada 
kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong.13 
2. Memperkuat iklim investasi 
Kabupaten Lebong memiliki 
kekayaan sumberdaya alam yang dalam 
pengelolaannya masih membutuhkan 
hadirnya tenaga kerja asing. Bidang-
13www.Imigrasibengkulu.com. diunduh pada 
tanggal 18 oktober 2017 
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bidang usaha tersebut diantaranya  
bidang usaha pertambangan dan energi. 
Kabupaten Lebong memiliki potensi 
tambang yang sangat besar, perut bumi 
daerah ini banyak mengandung sumber 
daya mineral berupa galian A, B, dan C 
antara lain komoditas Pasir, Batu Kali, 
Batu Koral, Batu Gunung, Batu Bara dan 
Uap Panas Bumi yang tersebar di daerah-
daerah Kecamatan yang merupakan 
peluang besar bagi para investor untuk 
menanamkan modalnya.  
Adapun peluang bagi para investor 
yang sangat menjanjikan di sektor bidang 
usaha pertambangan yang dapat 
dioptimalkan. Saat ini terdapat beberapa 
perusahaan yang melakukan investasi 
terhadap sumber daya alam di Kabupaten 
Lebong khususnya di bidang 
pertambangan yang dapat dilihat dari 
gambar di bawah ini: 
 
 
Gambar 1: Jumlah Lokasi Tambang dan Galian di Kabupaten Rejang Lebong.14
14 Lebong Dalam Angka Tahun 2016. 
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Gambar 2. Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Lebong.15 
15Ibid 
 
                                                          
Tri Andika, Arini Azka Muthia dan Wulandari  142 
Tinjauan Yuridis Terkait Dampak Keberadaan Tenaga Kerja Asing  
di Kabupaten Lebong 
 
 
Eksploitasi pertambangan dan energi 
di daerah ini, khususnya energy 
membutuhkan hadirnya tenaga kerja 
asing untuk mengisi bidang pekerjaan 
tertentu yang belum dapat dilaksanakan 
langsung oleh Tenaga Kerja Indonesia. 
Dampak Negatif 
Potensi Konflik Sosial 
Berdasarkan data yang dihimpun 
dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Lebong, jumlah Angkatan Kerja di 
Kabupaten Lebong pada tahun 2014 
sebanyak 54.708 orang tersebut, dimana 
52.754 orang diantaranya bekerja (96,43 
persen). Dengan demikian, Angkatan 
Kerja Kabupaten Lebong `yang belum 
terserap pada pasar kerja pada tahun 
2014 adalah 1.954 jiwa. Hal ini 
mengindikasikan adanya pengangguran 
terbuka sebesar  3,57 persen.16 
Data tersebut menunjukan bahwa 
Kabupaten Lebong masih memiliki 
persoalan berkaitan dengan jumlah 
pengangguran. Dengan hadirnya tenaga 
kerja asing di Kabupaten Lebong maka 
akan potensi bertambahnya jumlah 
pengangguran juga semakin besar. 
Keadaan ini dapat mengakibatkan konflik 
di tengah masyarakat. 
16 Lebong Dalam Angka 2015. 
Dari hasil diskusi bersama 
masyarakat di Desa Danau Liang 17 , 
persoalan berkenaan dengan ketersediaan 
lapangan pekerjaan menjadi 
permasalahan yang dikhawatirkan oleh 
masyarakat di Desa tersebut. Dalam 
keterangannya, disampaikan bahwa 
walaupun Desa mereka bersebelahan 
dengan Pertambangan Panas Bumi 
(Geothermal Energy) yang saat ini 
dikelola oleh PT. Pertamina Geothermal 
Energy (PT. PGE), namun hanya 3 (tiga) 
orang dari kurang lebih 300 warga yang 
berada di Desa tersebut yang 
dipekerjakan oleh PT. PGE. Sektor 
pekerjaan yang diberikan juga pekerjaan 
yang “unskill" seperti supir. Kekhawatiran 
tersebut bertambah ketika mereka 
mengetahui banyaknya tenaga kerja asing 
yang bekerja di Kabupaten Lebong. 
 
Upaya Penanggulangan Tenaga 
Kerja Asing di Kabupaten Lebong 
Lawrence M. Friedman mengatakan 
bahwa ada tiga elemen dari sistem 
hukum, yaitu stucture, substance dan 
legal culture. Struktur adalah menyangkut 
lembaga-lembaga yang berwenang 
membuat dan melaksanakan undang-
17 Advokasi masyarakat Desa Danau Liang, 
Kabupaten Lebong Tengah  tanggal 4 Oktober 
2017. 
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undang (lembaga pengadilan dan lembaga 
legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, 
yaitu materi atau bentuk dari peraturan 
perundang-undangan, dan aspek ketiga 
dari sistem hukum adlah apa yang disebut 
sebagai sikap orang terhadap hukum dan 
sistem hukum, yaitu menyangkut 
kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide 
dan harapan mereka.18 
Sebagaimana yang telah diuraikan 
pada bagian sebelumnya, kewenangan 
berkenaan dengan pengawasan tenaga 
kerja asing menjadi permasalahan yang 
serius untuk segera dicari solusinya. 
Berkenaan dengan hal tersebut, dan 
berdasarkan teori yang dikemukakan 
Friedman di atas, dalam rangka 
pengawasan tenaga kerja asing di 
Kabupaten Lebong, perlu dilakukan 
beberapa cara untuk menghindari konflik 
yang mungkin terjadi suatu saat nanti. 
Beberapa perbaikan perlu dilakukan 
diantaranya: 
Substansi Hukum 
Pengaturan mengenai keberadaan 
tenaga kerja asing memang sudah diatur 
di dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang tenaga kerja dan 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
18  Teguh Prasetyo, dkk, Filsafat, Teori, & 
Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, 2013, Jakarta, 
Hal 312. 
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 
Namun, sebagaimana yang telah diuraikan 
dibagian sebelumnya, masih terdapat gap 
di dalam pengaturan tersebut diantaranya 
berkenaan dengan sanksi dan lembaga 
yang berwenang jika terjadi pelanggaran 
terhadap keberadaan tenaga kerja asing.  
Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Kabupaten Lebong 
mengalami kesulitan tersebut. Kesulitan 
tersebut dikarenakan ketidakjelasan 
pendelegasian kewenangan berkenaan 
dengan pengawasan terhadap keberadaan 
tenaga kerja asing serta sanksi bagi 
perusahaan yang tidak melaporkan 
pekerja asing yang mereka pekerjakan di 
Kabupaten Lebong. 
Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, saat ini Kabupaten Lebong 
sedang malakukan pembahasan 
berkenaan dengan pembentukan 
peraturan daerah tentang izin 
mempekerjakan tenaga kerja asing. 
Dengan kehadiran Perda ini nantinya, 
diharapkan dapat mempertegas 
kewenangan Dinas terkait dalam 
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Ketersediaan Lapangan Pekerjaan 
Potensi terjadinya konflik di tengah 
masyarakat dengan kehadiran tenaga 
kerja asing di Kabupaten Lebong sangat 
terbuka. Dengan kondisi penyerapan 
tenaga kerja yang belum optimal di 
Kabupaten Lebong akan menjadi 
permasalahan dalam kehadiran tenaga 
kerja asing. Hal yang dapat dilakukan 
dalam mengatasi potensi konflik tersebut 
adalah menyediakan lapangan pekerjaan 
kreatif bagi masyarakat Kabupaten 
Lebong.  
Pada bagian sebelumnya, dijelaskan 
bahwa potensi pendapatan asli daerah 
dari perpanjangan izin mempekerjakan 
tenaga kerja asing di Kabupaten Lebong 
adalah sebesar Rp. 875.105.616 per 
tahun. Dengan potensi tersebut, 
Kabupaten Lebong dapat membuka 
lapangan pekerja kreatif. Sehingga terjadi 
keseimbangan di tengah pencari 
pekerjaan oleh masyarakat Kabupaten 
Lebong. Potensi ini dapat dikembangkan 
lagi jika pengawasa terhadap kepatuhan 
perusahaan untuk melaporkan 






1. Permasalahan yang dihadapi 
Kabupaten Lebong berkenaan dengan 
keberadaan tenaga kerja asing adalah 
permasalahan berkenaan dengan 
regulasi yang belum tegas memberikan 
kewenangan pengawasan tenaga kerja 
asing di daerah sehingga berdampak 
belum maksimalnya pengawasan saat 
ini. Dengan belum optimalnya 
penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 
Lebong juga berdampak pada potensi 
terjadinya konflik sosial di tengah 
masyarakat. 
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
menanggulangi permasalahan 
keberadaan tenaga kerja asing di 
Kabupaten Lebong adalah: membentuk 
peraturan daerah untuk memperjelas 
dinas terkait dalam melakukan 
pengawasan tenaga kerja asing; 
Menyediakan lapangan kerja untuk 
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